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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Simpulan yang disajikan berpijak pada fokus masalah penelitian seperti 
diuraikan dimuka, kajian pustaka, serta hasil temuan dan pembahasan penelitian. 
Dalam hal ini, peneliti membuat dua simpulan yaitu simpulan umum dan simpulan 
khusus. Simpulan umum merupakan simpulan yang mencakup pembahasan dari 
seluruh rumusan masalah, sedangkan simpulan khusus merupakan simpulan yang 
hanya mencakup setiap rumusan masalah. 
5.1.1 Simpulan Umum 
Strategi politik Partai Golkar dalam pemenangan Pilgub Jabar 2018 ialah 
dengan pendekatan analisis SWOT. Strategi politik bersifat internal dan eksternal 
telah dilakukan oleh Partai Golkar, bagaimana memantapkan kelembagaan partai 
dan merawat ketokohan, membangun koalisi, serta kampanye dan marketing politik 
(strategi populis). Tinjauan sosio-politis menunjukkan bahwa citra negatif partai 
dan inkonsistensi penetapan Cagub-Cawagub dari Partai Golkar menjadi hambatan 
bagi Partai Golkar dalam pelaksanaan strategi politik yang dilakukan. Hasil 
rekapitulasi suara oleh KPU menunjukkan bahwa Partai Golkar-Demokrat (2DM) 
berada pada posisi 3, padahal rilis berbagai survey sebelumnya menduduki posisi 2 
bersaing tipis dengan pasangan kandidat Rindu. Kekalahan Partai Golkar (2DM) 
dalam pemenangan Pilgub Jabar 2018 disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) 
Inkonsistensi dalam penetapan calon Cagub-Cawagub yang disebabkan oleh 
kurangnya soliditas kader dalam pemantapan konsolidasi internal Partai Golkar; (2) 
Mesin partai kurang berjalan dengan baik, optimal, dan efektif; (3) Koalisi yang 
terbangun terkesan tidak by design, tidak matang sejak awal. Hanya terbangun atas 
hasrat pragmatisme politik semata, sekedar memenuhi electoral threshold; (4) 
Kurangnya sinergisitas komposisi pasangan Cagub-Cawagub; (5) Kurang luasnya 
basis dukungan relawan/simpatisan terutama mereka yang mampu menggaet suara 
swing voters; (6) Konstituen yang ada kurang dirawat dengan baik dan intens; Serta 
(7) Keunggulan lebih yang melekat pada kompetitor, terutama pasangan kandidat 
Rindu. Oleh karenanya, langkah strategis yang lebih cermat harus segera dilakukan 
oleh Partai Golkar untuk pemenangan kontestasi politik kedepannya. 
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5.1.2 Simpulan Khusus  
Hasil penelitian yang diuraikan secara sistematis berdasarkan rumusan 
masalah yang diusung dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang diperoleh, 
sebagai berikut:  
1) Perencanaan strategi politik yang bersifat internal dan eksternal DPD I Partai 
Golkar Jabar dalam pemenangan Pilgub Jabar 2018 dilakukan melalui prosedur 
dan mekanisme yang telah ditetapkan pada Juklak Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Penetapan Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar. Dimana Partai Golkar 
melakukan evaluasi kekalahan demi kekalahan selama 2 periode sejak 2008, 
menentukan tujuan yang hendak dicapai yakni raihan suara terbanyak (diatas 
50%), dengan mempertimbangkan variabel keunggulan yang dimiliki, 
kelemahan yang ada, peluang, serta ancaman yang dihadapi. Kekuatan yang 
dimiliki Partai Golkar terkait modal elektoral yang lebih unggul daripada 
kandidat lain, figuritas kandidat yang cukup kuat, dan dukungan finansial yang 
memadai. Sedangkan, kelemahannya menyangkut citra negatif partai, 
kurangnya militansi kader dalam menggaet swing voters terutama generasi 
milenial, kurang optimalnya pemberdayaan political influencer dalam 
kampanye dan marketing politik, dan kurangnya sinergisitas struktur partai 
antara pusat dan daerah dalam membangun mitra koalisi. Adapun peluang 
kemenangan Partai Golkar-Demokrat (2DM) dalam berbagai rilis survey 
menunjukan persaingan yang cukup ketat dengan pasangan kandidat Rindu. 
Adapun ancaman yang dihadapi menyangkut partai baru, dan keunggulan yang 
melekat pada kompetitor lain, terutama pasangan kandidat Rindu. 
2) Pelaksanaan strategi politik bersifat internal dan eksternal DPD I Partai Golkar 
Jabar dalam pemenangan Pilgub Jabar 2018 ialah melalui pemantapan 
kelembagaan dan merawat ketokohan, membangun koalisi, kampanye dan 
marketing politik. Adanya tarik ulur dukungan penetapan Cagub-Cawagub dari 
Partai Golkar dan aksi protes oleh 27 DPD Kabupaten/Kota, Pimpinan 
Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Jawa Barat pada DPP karena mendukung 
non-kader partai, di indikasikan sebagai kurangnya soliditas struktur partai di 
tingkat pusat dan daerah serta kematangan dalam memantapkan kelembagaan 
partai (konsolidasi internal partai). Meskipun pada akhirnya, Partai Golkar tetap 
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mendorong dan memprioritaskan kader internal yang potensial yakni Dedi 
Mulyadi untuk maju pada Pilgub Jabar 2018. Dalam membangun mitra koalisi, 
Partai Golkar melakukan komunikasi politik dengan berbagai partai, baik PDIP, 
PKB, Hanura, dan akhirnya berlabuh pada Partai Demokrat. Terbentuklah duet 
Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) sebagai pasangan Cagub-Cawagub dari 
Partai Golkar-Demokrat. Koalisi yang terbangun terkesan tidak by design, tidak 
matang sejak awal. Hanya terbangun atas hasrat pragmatisme politik semata, 
sekedar memenuhi electoral threshold. Kemudian, kampanye dan marketing 
politik dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun 
dalam pelaksanaannya, pemberdayaan political influencer sebagai juru 
kampanye kurang begitu optimal, produk politik yang ditawarkan pada publik 
kurang spesifik atau kurang menonjol, sehingga tidak ada diferensiasinya 
dengan kandidat lain. Selain itu, penggunaan media dan pengemasan produk 
yang ditawarkan kurang begitu menarik dan massif dalam menggaet pemilih 
terutama menarik hati generasi milenial.  
3) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi politik bersifat internal dan 
eksternal DPD I Partai Golkar Jabar dalam pemenangan Pilgub Jabar 2018 
dapat ditinjau dari segi sosio-politis yakni terkait citra negatif partai dan 
inkonsistensi penetapan Cagub-Cawagub dari Partai Golkar. Kader yang 
tersandung kasus korupsi, mencederai reputasi Partai Golkar itu sendiri, ‘karena 
nila setitik rusak susu sebelanga’. Sedangkan, segi ekonomis terkait logistik 
untuk menopang mobilitas dan fasilitas kampanye dan marketing politik tidak 
menjadi hambatan bagi Partai Golkar dalam pemenangan Pilgub Jabar 2018.  
4) Hasil rekapitulasi suara oleh KPUD Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa 
Partai Golkar-Demokrat (2DM) berada pada posisi 3 dengan raihan 5.663.198 
suara (25,77%). Padahal rilis berbagai survey sebelumnya menduduki posisi 2 
teratas bersaing tipis dengan pasangan kandidat Rindu. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa kekalahan Partai Golkar (2DM) dalam pemenangan 
Pilgub Jabar 2018 disebabkan oleh beberapa faktor berikut: (1) Inkonsistensi 
dalam penetapan calon Cagub-Cawagub yang disebabkan oleh kurangnya 
soliditas kader dalam pemantapan konsolidasi internal Partai Golkar; (2) Mesin 
partai kurang berjalan dengan baik, optimal dan efektif; (3) Koalisi yang 
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terbangun terkesan tidak by design, tidak matang sejak awal. Hanya terbangun 
atas hasrat pragmatisme politik semata, sekedar memenuhi electoral threshold; 
(4) Kurangnya sinergisitas komposisi pasangan Cagub-Cawagub; (5) Kurang 
luasnya basis dukungan relawan/simpatisan terutama mereka yang mampu 
menggaet suara swing voters (terutama generasi milenial); (6) Konstituen yang 
ada kurang dirawat dengan baik dan intens; serta (7) Keunggulan lebih yang 
melekat pada kompetitor, terutama pasangan kandidat Rindu. 
5.2 Implikasi dan Rekomendasi 
Implikasi dan rekomendasi disusun atas pijakan pada rumusan kesimpulan 
yang memerlukan penelahaan, penjelasan, dan tindakan yang lebih lanjut. Implikasi 
dan rekomendasi diharapkan tidak hanya berdimensi ilmiah untuk pengembangan 
keilmuan, namun juga memberikan manfaat praktis dalam aplikasinya. Diharapkan 
apa yang peneliti tuangkan layak untuk dipertimbangkan, baik bagi Partai Golkar 
dan Partai Lainnya, Penyelenggara Pemilu, Kandidat Terpilih, Masyarakat Jawa 
Barat, Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, pun juga Peneliti selanjutnya. 
Walaupun peneliti sadari bahwa implikasi dan rekomendasi yang disampaikan 
memiliki keterbatasan dalam aplikasinya.  
5.2.1 Bagi Partai Golkar dan Partai Lainnya 
Semangat kemandirian, demokratis, keterbukaan, dan konsistensi harus 
benar-benar diwujudkan dalam realitas organisasi. AD/ART, pedoman dan 
mekanisme partai harus dijunjung sebagai rule of game suksesi kepemimpinan. 
Semangat doktrin Karya Siaga Gatra Praja dan Ikrar Panca Bhakti harus 
terinternalisasi dalam diri tiap kader Partai Golkar. Perbaikan fungsi rekruitmen dan 
kaderisasi partai secara kualitas dan kuantitas harus dijalankan dengan baik dan 
berkesinambungan. Citra tokoh dan partai akan membentuk opini publik, yang 
akhirnya akan menentukan preferensi politik masyarakat pada Partai Golkar. 
Dengan serangkaian perubahan dan pembaharuan, niscaya Golkar akan kembali 
Bangkit, Jaya dan Menang! 
Langkah strategis yang lebih cermat harus segera dilakukan oleh Partai 
Golkar untuk pemenangan kontestasi politik kedepannya. Adapun beberapa hal 
tersebut, ialah sebagai berikut: (1) Meningkatkan soliditas kader dengan 
konsolidasi internal secara intens dan efektif; (2) Mesin partai yang harus berjalan 
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dengan baik, optimal, dan efektif; (3) Mencari mitra koalisi yang lebih berpeluang 
untuk menang tidak hanya dari segi partai, tapi bagaimana figuritas yang akan 
diusung; (4) Komposisi pasangan Cagub-Cawagub yang lebih sinergis; (5) 
Memperluas basis dukungan relawan/simpatisan; (6) Merawat dan memperluas 
jaringan konstituen Partai Golkar, yang tidak hanya merawat masyarakat pedesaan 
namun seluruh masyarakat Jawa Barat, terutama generasi milenial; serta (7) 
Memahami isu-isu aktual yang berkembang dengan cermat, mampu mengcounter 
segala bentuk black campaign yang dilakukan lawan politik, penawaran produk 
politik yang harus lebih spesifik dan menonjol agar terlihat diferensiasi dengan 
kompetitor lain.  
Memantapkan kelembagaan, merawat ketokohan, dan konsistensi 
penetapan siapa yang akan diusung harus dilakukan suatu partai sesuai dengan 
mekanisme yang telah ditetapkan. Pengambilan tiap keputusan dengan 
pertimbangan yang matang serta menghindari sikap pragmatisme politik, serta  
dilaksanakan secara institusional, bukan oleh perorangan (segelintir elit partai). 
Menentukan parameter yang jelas dengan siapa membangun koalisi, dan bagaimana 
formulasi pemenangan yang akan dilaksanakan. Kompetisi memperebutkan 
kekuasaan harus mengedepankan keberagaman dan adu gagasan, bukan 
mengangkat sentimen sara (black campaign), ataupun politik transaksional (money 
politic). 
5.2.2 Bagi Penyelenggara Pemilu 
Pada hakikatnya, hasil pemilu yang bermartabat dan kredibel dihasilkan oleh 
penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Harapan itu akan 
tercapai, manakala penyelenggara pemilu senantiasa menjaga integritas, 
profesionalitas, dan independensinya sesuai koridor yang telah ditetapkan. 
Pengawasan harus terus dilakukan baik oleh Komisi Pemilihan Umum ataupun 
Badan Pengawas Pemilu demi tegaknya keadilan berdemokrasi dan menanggulangi 
berbagai praktik yang mencemari pesta demokrasi itu sendiri. Sebagaimana 
semangat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang digaungkan KPU 
Provinsi Jawa Barat, bahwa “Pilgub Jabar 2018 sebagai sarana edukasi demokrasi 
dan wahana wisata politik untuk masyarakat Jawa Barat, rakyat Indonesia, bahkan 
warga dunia”. Selain itu, “Gerakan Sadar Pemilu” harus dilakukan secara massif 
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dan berkelanjutan sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan 
pentingnya pemilu dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam 
kehidupan berdemokrasi.  
5.2.3 Bagi Kandidat Terpilih 
Pilgub Jabar 2018 diikuti 4 pasang kandidat terbaik yang telah mengikuti 
serangkaian tahapan untuk berkompetisi, beradu gagasan membangun Jawa Barat. 
Sejak Januari melakukan pendaftaran, Februari hingga masa tenang melaksanakan 
gelaran kampanye dan marketing politik, dan puncaknya 27 Juni 2018 penentuan 
siapa yang terpilih. Pesta demokrasi 5 tahunan ini sebagai momentum masyarakat 
Jawa Barat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Walaupun raihan suara hanya 
dipilih oleh beberapa juta pemilih, setelahnya harus mampu menjadi pemimpin 
lebih dari 46 juta penduduk Jawa Barat. Seyogianya, pemimpin yang amanah, 
memiliki rasa kanyaah pada rakyat dan membawa perubahan positif menjadi 
harapan masyarakat Jawa Barat. 
5.2.4 Bagi Masyarakat Jawa Barat 
Ikut serta pada serangkaian kegiatan pesta demokrasi dan memberikan hak 
pilih ketika di bilik suara sebagai bentuk partisipasi politik yang paling sederhana. 
Partisipasi masyarakat dalam suksesi kepemimpinan menjadi indikator penting 
untuk menilai sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem 
demokrasi, kinerja partai, pun juga pemimpin yang dipilih. Oleh karenanya, 
diharapkan seluruh lapisan masyarakat untuk partisipasi aktif mensukseskan pesta 
demokrasi dengan aman dan damai, melaksanakan Pemilu sesuai asas Luber-Jurdil, 
melakukan pengawasan pemilu bersama KPU dan Bawaslu, serta menggunakan 
hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, daulat di tangan rakyat. Jadilah warga negara 
yang baik dengan menjadikan pesta demokrasi sebagai momentum membangun 
lemah cai dengan semangat silih asah, asih, asuh mewujudkan Jawa Barat yang 
gemah ripah repeh rapih. 
5.2.5 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 
Ilmu kewarganegaraan merupakan elemen dari ilmu politik yang membahas 
tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bagian dari ilmu politik yang 
merupakan kajian dari studi kewarganegaraan berkenaan dengan demokrasi politik 
yang didalamnya menyangkut kajian partai politik dan pemilihan umum. 
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Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Politik di persekolahan. 
Dimana Pendidikan Politik tersebut memiliki peranan yang sangat strategis “to be 
good and smart citizenship” sebagaimana tujuan pembelajaran PKn.  
Oleh karenanya, pembelajaran dirumpun studi Pendidikan Kewarganegaraan 
disamping pada kajian-kajian yang komprehensif dan mendalam terkait demokrasi 
politik, pun juga harus lebih pada kajian-kajian yang aplikatif dan kolaboratif 
sebagai upaya pendidikan politik, salah satunya “Gerakan Sadar Pemilu”. Hal 
tersebut sebagaimana yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya 
untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan 
meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi. 
5.2.6 Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian secara 
integratif baik pada struktur partai politik (pusat-daerah) yang terlibat dalam 
kontestasi politik, masyarakat, pun juga penyelenggara pemilu. Serta, melakukan 
kajian penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, antara kajian teori dan 
temuan dilapangan mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi yang 
dilakukan partai politik dan penyelenggara pemilu dalam suatu kontestasi politik.  
